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Soroti Implementasi Peraturan OJK

PONTIANAK, TRIBUN
- Wakil Ketua IV DPD RI.
Sukiryanto menyoroti im-
plementasi peraturan OJK
mengenal stimulus pere-
konomian nasional. Hal ind
diungkapkannya saat me-
lakukan virtual meeting ra-
pat pleno Komite [V, Rabu
(15/04).

“Peraturan OJK ind kelu-
ar scjalan setelah apa yvang
telah divmumkan oleh Pre-
siden Rl mengenai kebijak-
an stimulus dan relaksasi
kredit dan leasing. Namun
implementasinya belum
efektil, karena OJK melepas
kebijakan ini kepada plhak
penyalur kredit, schingga
timbul masalah ketika ada
deadlock antara debitur de-
ngan kreditur,” kata Sukir.

Peran OJK, kata dia, ha-
rus ada dalam hal ini, ka-
rena apabila dibfarkan ini
akan menjadi aturan yang
kontraproduktl dan tidak
adanya ketegasan OJK ke-

pada pihak kreditur yang
tidak mau memberikan re-
laksasl, sehingga harus ada
fungs! pengawasan darl QJK
terhadap aturan yang mere-
ka buat.

Komite IV, lanjutnya, ber-
harap ada media penengah
antara debitur dengan kre-
ditur ketika bermegosiasi da-
lam restrukturisasi pinjam-

ST J BOEY

VIRTUAL MEETING- wakil Ketua IV DPD RI, Sukiryanto saat
melakukan virtual meeting rapat pleno komite IV baru-baruini.

an dalam rangka relaksasi
pinjaman sehubungan dam-
pak ekonomi dari Covid-19.
“Untuk penerima KUR dan
Pinfaman Ultra Mikro juga
hams mendapatkan relaksa-
si, tidak ada alasan mereka
telah mendapatkan pinjaman
bunga Kecil untuk menolak
restrukturisasinya. dan OJK
harus mengawasi hal ini.

karena ini baglan dar dam-
pak Peraturan OJK No. 11/
POJK.03/2020,” paparmya.

Komite [V, disebutkannya
Jugamendorong BPK melaku-
kan pengawasan uniuk dana-
dana yang digunakan dalam
penanganan Covid- 19,

Kemudian juga meng-
imbau BPEP untum mela-
Kukan supervisi mengenal
dana desa yvang akan dialo-
kasikan uniuk penangan-
an Covid-19 sesual Surat
Edaran Kemendes sehingga
terhindar dari pelanggaran
yang akan menambah daftar
panjang kepala desa yvang
terjerat hukum.

Terakhir mengenal pole-
mik dengan keluarnya PER-
PU No.l Tahun 2020 yvang
kemudian lahir PerPres No.
54 Tahun 2020 tentang Per-
ubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Ang-

2020 cenderung cacat
hukum. (*/dho)
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